BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur jika dilihat
dari analisis rasio pendapatan daerah masih sangat rendah yang berarti peran
pemerintah pusat masih sangat dominan dan kemampuan pemerintah dalam
membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat masih tergantung pada pihak luar dan kemampuan
pemerintah daerah dalam menggerakkan penerimaan pendapatan PAD
belum sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur jika dilihat
dari analisis rasio belanja daerah terutama pada rasio efisiensi belanja sudah
dikatakan efisien karena pemerintah daerah sudah baik dalam menghemat
keuangannya (<100 %). Namun dilihat dari rasio lainnya kinerja keuangan
pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja daerah masih kurang.

3. Dilihat dari aspek pembiyaan, SiLPA tidak digunakan karena mengalami
Surplus. Terkecuali pada tahun 2017 SiLPA digunakan karena mengalami

defisit sebesar (Rp 25.505.992.507).
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6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, agar menjadi semakin
baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang
ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih
banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya
maupun kebutuhan belanja daerahnya.

2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar
memiliki dampak dalam pembangunan di daerah

3. Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan ataupun mengalihkan SiLPA untuk
kepentingan masyarakat yaitu lebih kepada pembangunan fasilitas-fasilitas

umum di daerah yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.
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